
 

 

 

BUPATI BUNGO 

PROVINSI JAMBI 

PERATURAN BUPATI BUNGO  

NOMOR 2 TAHUN 2024  

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2023  

TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BUNGO, 

Menimbang : bahwa dalam rangka penyesuaian standar harga satuan 

regional menurut Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 

tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 
2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023 tentang Standar Harga 
Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo; 

Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam 

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 

7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 
Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 

50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3755); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran             

Negara Republik Indonesia Nomor 5570), sebagaimana telah  
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beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757); 

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 6856); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar 

Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang 

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 

tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112); 

11.Peraturan.....3 
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11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang 

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

Berbasis Akrual di Pemerintahan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 

tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

2083); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan 

atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bungo Tahun 2018 Nomor 3);dan 

18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo 

Tahun 2021 Nomor 2). 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 14 TAHUN 2023 

TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO 

Pasal I.....4 
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Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023 tentang 

Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo (Berita 

Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 14), di ubah sebagai berikut: 

 

1. Diantara huruf a dan huruf b ayat (2) Pasal 2 disisipkan 1 huruf yakni 

huruf aa dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 2 

(1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Standar Harga Satuan di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo. 

(2) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi: 

a. satuan biaya honorarium; 

aa. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri; 

b. satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor; 

c. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; 

d. satuan biaya pemeliharaan; dan 

e. satuan biaya pengadaan barang dan jasa. 

(3) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, huruf 

aa, huruf b, huruf c dan huruf d tercantum dalam Lampiran I dan 

Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertauran ini. 

(4) Standar Harga Satuan pengadaan barang dan jasa sebagaimana 

dimaksud ayat (2) huruf e ditetapkan dengan Keputuan Bupati. 

 

2. Ketentuan mengenai batas tertinggi dalam perencanaan anggaran maupun 

pelaksanaan anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I 

Peraturan Bupati Bungo Nomor 14 Tahun 2023 tentang Standar Harga 

Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo diubah sehingga 

menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

3. Ketentuan mengenai satuan harga sebagai batas tertinggi dalam 

perencanaan anggaran dan satuan biaya sebagai estimasi dalam 

pelaksanaan anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II 

Peraturan Bupati Bungo Nomor 14 tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo diubah sehingga menjadi sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini. 

 

4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3 mulai 

berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024. 

Pasal II.....5 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

 
Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo. 

 

 

Ditetapkan di Bungo 

pada tanggal 8 Januari 2024 

 

       BUPATI BUNGO, 

 

 

 
   MASHURI 

 

 

Diundangkan di Bungo  

pada tanggal 8 Januari 2024 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO, 

  

 

MURSIDI 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024 NOMOR 2 


